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Athira Maulidina (B 111 13 003), Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan 
Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang 
Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI, dibimbing oleh Syamsuddin Muhammad 
Noor dan Judhariksawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah 
Indonesia memberlakuan bebas visa kunjungan untuk warga negara Tiongkok 
menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan tenaga kerja asing illegal asal 
Tiongkok di Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui kemungkinan adanya 
potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. 
Penulisan ini dilakukan dengan metode “library research” atau studi 
kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka 
yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan 
dengan metode “field research” atau penelitian lapangan dengan mewawancara 
pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan 
skripsi ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 
Kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan tersebut terbukti banyak  
disalahgunakan oleh turis asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Sehingga   
keberadaan tenaga kerja asing illegal asal Tiongkok di Indonesia dimana setelah 
berjalan selama 1 (satu) tahun kebijakan bebas visa yang pada awalnya bertujuan 
untuk menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, justru 
banyak disalahgunakan oleh WNA terutama Tiongkok untuk mencari lahan 
pekerjaan di Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan tidak mengikuti 
prosedur yang seharusnya. 2) Kebijakan bebas visa tersebut mengancam 
kedaulatan NKRI dimana kebijakan bebas visa tersebut berpotensi menjadi 
ancaman Indonesia karena masuknya oknum-oknum yang mempunyai niat jahat 
untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. Seperti yang 
banyak terjadi pada tahun 2016 dimana banyaknya warga negara Tiongkok yang 
melakukan penyulundupan narkoba, kejahatan siber, dan yang paling marak saat ini 
adalah banyaknya kasus menjadi TKA illegal dimana banyak dari mereka yang 
bekerja menjadi buruh kasar bahkan petani di beberapa daerah padahal sebenarnya 
pekerjaan menjadi buruh kasar dan petani masih bisa dilakukan oleh masyarakat 
lokal, akibatnya banyak dari masyarakat lokal tersebut menganggap bahwa 
pemerintah hanya memperhatikan tenaga kerja asing tetapi kepada warga 
negaranya sendiri tidak memberikan lapangan pekerjaan akibatnya muncul gesekan 
















Athira Maulidina (B 111 13 003), Visa-Free Entry Visits And Relation With 
Presence of Illegal Foreign Workers Coming From China Potentially Threatens 
Sovereignty of the Republic of Indonesia. Guided by Syamsuddin Muhammad Noor 
and Judhariksawan. 
Writing aims at determine whether the Indonesian government policy apply 
visa-free visits for citizens of China became one of the factors causing the existence 
of illegal foreign workers from China in Indonesia. In addition, to determine the 
possibility of a potential threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia. 
The writing is done by the method of research library or the study of literature 
where the authors collected some data, including library materials sourced from 
books, and documents as well as regulations relating to research. In addition, this 
study also conducted by the method of field research by interviewing those who can 
provide information relating to the writing of this. Results obtained from this study are 
as follows: 1) Visa-free policy concerning the visit proved to be widely abused by 
tourists from China to work in Indonesia. So the presence of foreign workers illegally 
from China in Indonesia, where after running for 1 (one) year free policy visa that 
was originally intended to attract foreign tourists to visit Indonesia, it is much abused 
by foreigners, especially Chinese to seek to land a job in Indonesia without equipped 
with official documents and did not follow the correct procedures. 2) The visa-free 
policy threatens the sovereignty of the Homeland where the visa-free policy could 
potentially be a threat Indonesia because of the inclusion of elements that have a 
malicious intent to undermine national security by mode as tourists. As is the case in 
2016 in which many citizens of China who commit smuggling drugs, cyber crime, 
and the most prevalent today is the number of cases to illegal foreign worker where 
many of those who work as unskilled laborers even farmers in some areas when in 
fact the job of being unskilled laborers and farmers can still be done by the local 
community, as a result many of the local people assume that the government only 
pay attention to foreign labor but to its own citizens does not provide jobs as a result 























Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadirat ALLAH 
SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberlakuan Bebas Visa 
Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan  Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal 
Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI” yang merupakan 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang 
sempurna di dunia ini. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga 
apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi 
penulis apabila ada kritik dan saran. Saran yang merupakan bekal untuk melangkah 
kearah jalan yang lebih sempurna.  
Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Drs. Idham 
Malik, M.Si. dan ibunda Mira Murniasari, Ph.D., yang telah merawat penulis 
dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti mengurus tanpa 
pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima 
kasih juga kepada seluruh keluarga yang turut membantu dalam penyelesaian studi 
penulis. 
Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak 
sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima 
kasih kepada semua pihak: 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.  
viii 
 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan, Bapak Prof. 
Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak 
Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., selaku 
Pembimbing I, dan Prof. Dr. Judhraiksawan, S.H., M.H., selaku 
Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktu 
yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga 
ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk 
bapak sekalian. 
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., Bapak Dr. Marthen 
Napang, S.H., M.Si., Bapak Dr. Laode Gani, S.H., M.H., selaku tim 
penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis. 
5. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., selaku 
Ketua Bagian Hukum Internasional, beserta seluruh dosen-dosen Bagian 
Hukum Internasional telah membuat penulis jatuh hati kepada Hukum 
Internasional. Ilmu dan pemikiran para dosen Hukum Internasional yang 
dibagiak kepada penulis telah menggugah hati penulis untuk memilih 
Hukum Internasional sebagai jurusan yang mampu menjadikan hukum 
sebagai instrumen dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyrakat, 
bangsa, dan negara.  
6. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hkm Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan, dan bantuannya. 
Serta seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
ix 
 
yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik 
ini. 
7. Bagian Pengendalian dan Penggunaan TKA Kementrian 
Ketenagakerjaan Jakarta yang telah membantu penulis selama proses 
penelitian. 
8. Bagian Pelayanan Penindakan dan Pengawasan WNA Direktorat 
Jenderal Imigrasi Jakarta yang telah membantu penulis selama proses 
penelitian. 
9. Keluarga Besar ASAS 2013 yang telah berperan aktif menciptakan 
lingkungan yang baik bagi penulis. 
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Fajriah Rezeki, S.H., Dian Eka Putri, 
S.H., Nidaul Hasanah, S.H., Herwinda Annisah, Andi Adwiyah 
Fiscarina, Fatmawati Parenrengi, dan Ririn Vivi Adrini, terima kasih 
kalian telah menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama proses 
perkuliahan. 
11. Sahabat-sahabat SMA PLUS YPHB Bogor Wulan Arum Pinanjung, S.E., 
Shabrina Khairunnisa, S.M., Amanda Auliana, Hana Balfas, Marissa 
Aulia, Melody Imani, Laras Andara, Nadiyah Haniyati Farhana, 
Taramila Athina, Syafia Mufnidarsih, Nadya Oktaviani, Lintang Windi, 
Meisita Indriyani, dan Silvana Fransisca yang selalu menyemangati 
penulis dalam menempuh perkuliahan di Makassar, Sulawesi Selatan. 
12. Teman dekat penulis Muhammad Alif Sembogo yang selalu 
menyemangati penulis dalam menempuh perkuliahan di Makassar dan 
selalu mengantarkan penulis ke tempat penelitian agar bisa 
menyelesaikan skripsi ini. 
x 
 
13. Teman-teman KKN Gelombang 93 Universitas Hasanuddin, khususnya 
teman-teman KKN Internasional Malaysia Andi Fahrunnisah Akmar, 
Indayani Nur, Diniary Syamsul, Fatmawati Parenrengi, Trimayasari 
Tahir, dan Andi Adwiyah Fiscarina yang telah bekerja sama dengan 
penulis dalam ber-KKN. 
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 
membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. 
 
Terlepas dari itu penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi-Nya. Ketidak 
mampuan atas penyajian isi skripsi yang sempurna mungkin belum bisa 
dipenuhi secara baik karena kemampuan dan pengalaman yang dimiliki 
oleh penulis. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan 
saran apabila terdapat kesalahan yang dapat membangun guna 
kesempurnaan skripsi ini. Dikarenakan kesempurnaan hanya milik Allah 



















LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………..ii 




BAB I   PENDAHULUAN ................................................................................. 1 
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 6 
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 6 
1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................... 6 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 7 
2.1 Tenaga Kerja Asing ....................................................................... 7 
A. Pengertian Tenaga Kerja Asing .................................................. 7 
B. Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing .................................. 10 
C. Pembatasan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing ................. 12 
D. IMTA ......................................................................................... 19 
2.2 Visa .............................................................................................. 22 
A. Pengertian Visa ......................................................................... 22 
B. Sejarah Penggunaan Visa ........................................................ 23 
C. Jenis-Jenis Visa dan Jangka Waktunya .................................... 26 
D. Prosedur Untuk Memperoleh Visa ............................................ 32 
2.2 Keberadaan Orang Asing di Indonesia ........................................ 35 
A. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia ..................... 35 
B. Hak dan Kewajiban Orang Asing di Indonesia .......................... 42 
xii 
 
BAB III  METODE PENELITIAN .................................................................... 47 
3.1 Lokasi Penelitian ......................................................................... 47 
3.2 Jenis dan Sumber Data ............................................................... 47 
3.3 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 48 
3.4 Teknik Analisis Data .................................................................... 48 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 49 
4.1 Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Ke Indonesia Dan Kaitannya  
Dengan Keberadaan Jumlah TKA Di Indonesia .......................... 49 
A. Kebijakan Bebas Visa Ke Indonesia ......................................... 49 
B. Data Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indonesia  
Dan Yang Melakukan Pelanggaran  .......................................... 56 
C. Beberapa Macam Kasus Penyalahgunaan Kebijakan  
Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia ........................................ 63 
4.2 Analisis Pemberlakuan Bebas Visa Ke Indonesia Terhadap  
Potensi Ancaman Kedaulatan Negara  ....................................... 71 
A. Potensi Ancaman Kedaulatan Sosial Akibat Pemberlakuan  
Kebijakan Bebas Visa  ............................................................ 71 
B. Potensi Ancaman Kedaulatan Ekonomi Akibat  
Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa ...................................... 76 
C. Potensi Ancaman Kedaulatan Keamanan Negara Dan  
Terjadinya Transnational Crime ............................................... 78 
C.1 . Kejahatan Narkoba .......................................................... 79 
C.2 . Kejahatan Siber / Cyber Crime ........................................ 81 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 82 
5.1 Kesimpulan .................................................................................. 82 
5.2 Saran ........................................................................................... 84 





BAB I    
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara yang dilintasi garis 
khatulistiwa, berada diantara dua benua Asia dan Australia, serta diantara 
Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Dilihat secara geografis, mulai dari 
Sabang sampai Merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang memiliki 
kekayaan alam luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non 
hayati. Dengan pulau besar, mulai pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan, hingga Papua serta ribuan pulau nan indah yang mengelilingi 
alam Indonesia sehingga banyak turis atau wisatawan asing yang datang 
ke Indonesia untuk menikmati keindahan pulau tersebut.  
Selain memiliki keindahan pulau yang menakjubkan, masing-masing 
pulau tersebut juga mempunyai sumber daya alam dengan segala flora, 
fauna, potensi higrogas, dan deposit sumber alam melimpah yang berasal 
dari pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, peternakan, 
perkebunan serta pertambangan dan energi. Semuanya itu memberikan 
peluang dan harapan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya 
di Indonesia, bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 
Indonesia yang sejahtera.1  
                                                          
1 Indonesia Focus. 2014. “Welcome The 13TH WCEC 2015 Indonesia : Sejuta Peluang dan Harapan”, 




Dengan menimbang dalam rangka meningkatkan hubungan negara 
Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi 
orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif 
khusus suatu negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara 
Repubulik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari 
kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal 
balik dan manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih 
dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu menyesuaikan 
jumlah negara, 2  maka pemerintah pun mengeluarkan regulasi nasional 
mengenai kebijakan bebas visa kunjungan yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa 
Kunjungan  
Kebijakan bebas visa kunjungan sendiri pertama kali diterapkan oleh 
Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2011 dengan memberikan bebas visa 
kepada warga negara dari 15 negara termasuk negara anggota ASEAN 
(Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filiphina, Vietnam, 
Kamboja, Laos, dan Myanmar) serta negara lain seperti Chili, Maroko, Peru, 
Ekuador, Hongkong, dan Macau. Pemberian bebas visa antar anggota 
ASEAN didasari oleh kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Visa 
Exemption guna mendukung kerjasama dan persahabatan antara anggota 
                                                          
2 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Jakarta,  ditetapkan 




ASEAN. Pemberian bebas visa juga didasari oleh asas resiprokal atau 
timbal balik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Bebas Visa Kunjungan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2). 
Setelah itu, guna meningkatkan devisa non migas dari sektor 
pariwisata, pada bulan Juni 2015, Pemerintah Indonesia menetapkan 
kebijakan bebas visa kunjungan ditambah menjadi 30 (tiga puluh) negara 
baru, termasuk negara Tiongkok yang sebelumnya masih berada dalam 
rezim calling visa yang menandakan sebagai salah satu negara rawan 
keamanan. Penerapan kebijakan terhadap 30 (tiga puluh) negara tersebut 
juga tidak menjunjung asas resiprokal atau timbal balik karena beberapa 
negara tersebut masih menganut kebijakan visa universal yang 
mengharuskan warga negara Indonesia mengajukan visa sebelum 
berkunjung. 
Dari sisi pariwisata, pemberlakuan bebas visa kunjungan juga telah 
meningkatkan jumlah turis yang masuk ke Indonesia, yang tentunya 
memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. 
Namun, semua itu tidak terhindarkan juga telah menimbulkan masalah yang 
mengancam kedaulatan sosial, kedaulatan keamanan, dan kedaulatan 
ekonomi yang menyertainya.3  
                                                          
3 Antara Riau, 2015. “PDIP : Tiongkok Jangan Ikuti Tabiat Kapitalis Barat”, 14 Oktober 2015, dari 





Secara garis besar, negara berdaulat berarti negara mempunyai 
kekuasaan tertinggi. Sehingga tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih 
tinggi dari kekuasaannya tersebut. Suatu negara dapat dikatakan berdaulat 
karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila 
dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu 
mempunyai kekuasaan tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini 
dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki 
kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.  
Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa pada saat ini 
kedaulatan suatu negara merupakan suatu sisa (residuum) dari kekuasaan 
yang dimilikinya dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum 
internasional. Istilah kedaulatan sendiri lebih merupakan suatu istilah sastra 
daripada pengertian hukum yang dapat didefinisikan secara tepat. 
Sementara, didalam hukum internasional dikenal suatu prinsip yang 
mengatakan “par in parem non hebat yurisdcsionem”, yang artinya bahwa 
setiap negara yang melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara lain tanpa 
dengan persetujuan negara lain tersebut.4 
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 
dikenakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan adalah kekuasaan 
                                                          
4 http://karimjogja.blogspot.co.id “Arti Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional” diunduh 




tertinggi dari suatu negara merdeka yang tidak bisa diintervensi oleh negara 
lain. Kedaulatan bersifat absolut yang mengikat setiap wilayah penduduk 
yang ada didalamnya. Kedaulatan adalah sifat hakiki dari suatu negara 
yang bebas merdeka.5 
Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, 
menyebabkan rakyat Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama 
masyarakat didalam negeri, namun juga dengan TKA. Akibatnya banyak 
masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa pemerintah hanya 
memperhatikan tenaga kerja asing tetapi kepada warga negaranya sendiri 
tidak memberikan lapangan pekerjaan. Maka pemerintah harus 
memfokuskan kembali mengenai kebijakan bebas visa bagi beberapa 
negara yang bisa bebas masuk tanpa harus memiliki izin visa. Meski 
awalnya pemerintah berharap dengan kebijakan bebas visa dapat menarik 
banyak wisatawan asing masuk ke Indonesia, namun belakangan justru 
malah menjadi “buah simalakama” bagi Indonesia.6 
Menanggapi hal tersebut tentunya mengenai kebijakan 
pemberlakuan bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia terhadap negara Tiongkok, maka penulis mengangkat sebuah 
kajian ilmiah dengan judul  “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan 
                                                          
5  Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. 2010. “Pengantar Hukum Internasional”, Bandung, 
Alumni, hlm. 16 
6  RFQ, “Kebijakan Bebas Visa Mesti Dievaluasi” 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578e056f3652b/kebijakan-bebas-visa-mesti-




Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal 
Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Apakah pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan tersebut 
berdampak pada keberadaan tenaga kerja asing illegal asal 
Tiongkok di Indonesia? 
2. Apakah kebijakan bebas visa tersebut dapat berpotensi mengancam 
kedaulatan NKRI? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemberlakuan bebas visa 
kunjungan tersebut berdampak pada keberadaan tenaga kerja asing 
illegal asal Tiongkok atau tidak. 
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan bebas visa tersebut 
mengancam kedaulatan NKRI atau tidak. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan saran dalam 
hal pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Sehingga 
kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan singkat ini dapat berjalan 
dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh warga negara asing untuk 








2.1 Tenaga Kerja Asing 
A. Pengertian Tenaga Kerja Asing 
Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala 
segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah 
dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-
bentuk persetujuan dari pengertian retribusi. Tenaga kerja asing adalah 
setiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan 
pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna 
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.7 
Selain itu, pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: 
“Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa 
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.”8 
Memperkerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam 
negeri masih banyak masyarakat yang masih dalam keadaan menganggur. 
Akan tetapi, karena beberapa sebab, memperkerjakan TKA tersebut tidak 
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dapat dihindarkan. Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan 
TKA di Indonesia, yaitu:9 
1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada 
bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI; 
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan 
mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, 
terutama di bidang industri; 
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI; 
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjng modal 
pembangunan di Indonesia. 
Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada 
bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta 
sebagai tahapan dalam memproses pembangnan nasional maupun daerah 
dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang 
pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-
perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta 
asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa 
Indonesia sendiri.10 
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Selanjutnya pemberi kerja TKA merupakan badan hukum atau badan-
badan lainnya yang memperkerjakan TKA merupakan badan hukum atau 
badan-badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 
Tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Trasnmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penggunaan Tenaga Kerja, pemberi kerja TKA meliputi: 
1. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan 
asing, atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan 
kegiatan di Indonesia; 
2. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia; 
3. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek 
bantuan luar negeri; 
4. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; 
5. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan, atau; 
6. Usaha jasa impresariat. 
Tujuan pengaturan mengenai TKA jika ditinjau dari aspek hukum 
ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi 
kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai 




Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat 
dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.11 
B. Aturan Penggunaan TKA di Indonesia 
Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini dan mungkin juga untuk 
waktu yang akan datang, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sulit 
untuk dihindarkan atau dicegah, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 
1. Adanya tenaga kerja warga negara asing pendatang dimungkinkan 
karen ada kaitannya denga penanaman modal dan masuknya 
barang-barang modal dari luar yang masih dibutuhkan sebagai 
pelengkap dalam rangka pembangunan nasional serta 
penguasaan dan aih teknologi yang merupakan proses berlanjut 
dan berkesinambungan; 
2. Proses “Peng-Indonesianisasi-kan” tenaga kerja masih 
memerlukan persiapan dan waktu dalam upaya tersedianya cukup 
jumlah tenaga kerja yang ahli dan terampil untuk menggantikan 
tenaga kerja warga negara asing; 
3. Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi 
syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia; 
4. Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih yang mengandung 
resiko yang tinggi, sehingga bila tidak ditangain oleh mereka yang 
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ahli dapat mengakibatkan kerugian yang besar, berupa kehilangan 
baik yang bersifat materi maupun non materi; 
5. Semakin luas dan berkembang berbagai usaha yang 
membutuhkan tenaga kerja warga negara asing.12 
Namun demikian, kehadiran tenaga kerja asing harus sesuai dengan 
prinsip kebijaksanaan penggunaan TKA yaitu membawa dampak terjadinya 
lapangan usaha, lapangan kerja, alih keterampilan dan teknologi, dan 
peningkatan ekspor khususnya ekspor non-migas. Hal ini berarti bahwa 
kehadiraan tenaga kerja warga negara asing pendatang, harus membawa 
dampak secara langsung terhadap terjadinya perluasan kesempatan kerja 
dan perlindungan terhadap pasar kerja dalam negeri dan perluasan 
lapangan usaha yang mengantisipasi alih keterampilan dan teknologi. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka sangat diperlukan pemahaman 
yang mendasar akan penggunaan tenaga kerja asing pendatang, agar 
kehadiran mereka tidak menjadi bumerang bagi TKI yang pada akhirnya 
dapat merugikan kepentingan nasional, dengan tetap memperhatikan 
berbagai prasyarat dan kriteria investasi internasional dalam era globalisasi 
yang serba kompetitif.13 
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Pada prinsipnya filosofi penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka 
yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal sebagai berikut: 
1. Tenaga kerja asing yang membawa modal (sebagai investor); 
2. Tenaga kerja asing yang membawa skill dalam rangka transfer 
teknologi atau pun keterampilan. 
Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, 
menyatakan bahwa: 
“Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang 
(TKWNAP) wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja 
Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia.”14 
 
C. Pembatasan dan Pengawasan TKA 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahkan 
sejak awal kemerdekaan Indonesia pun, pemerintah telah memandang 
perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh TKA 
dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu 
dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi warga 
negara Indonesia sendiri.15 
Pada pengaturan mengenai penempatan tenaga asing terdahulu yaitu 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958, dalam melaksanakan penempatan 
                                                          
14  Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang   
Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang 




tenaga-tenaga asing itu pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk 
menghilangkan unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara kita 
dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional dan yang 
mempunyai sifat-sifat tersebut yaitu pengawasan terhadap tenaga-tenaga 
asing harus diperkeras, diantaranya dengan menutup jabatan-jabatan 
tertentu untuk tenaga asing dan menyediakan khusus untuk tenaga-tenaga 
Indonesia. 
Selama orang-orang yang berada di Indonesia dapat berganti 
pekerjaan tanpa pengawasan dari pemerintah, usaha-usaha pemerintah 
untuk mengatur pekerjaan orang asing dengan mengatur/membatasi 
masuknya orang asing pada hakikatnya tidak mungkin membawa hasil-
hasil yang diharapkan, oleh karenanya dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1958 ini dipergunakan sistem pemberian izin untuk mempekerjakan 
tiap-tiap orang asing guna dapat diawasi oleh pemerintah. 
Pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 
yaitu Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974, penggunaan TKA dalam 
rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta 
kegiatan lainnya di Indonesia, dalam Keputusan Presiden tentang 
Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, 
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 diadakan 




1. Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali bagi 
tenga kerja warga negara asing pendatang karena sudah tersedia 
tenga kerja warga negara Indonesia; 
2. Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu 
tertentu dapat diisi tenaga kerja warga negara asing pendatang 
sementara menyiapkan tenaga kerja warga negara Indonesia 
untuk menggantinya; 
3. Menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu 
tertentu terbuka bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang 
sehubungan dengan penanaman modal dan kepercayaan yang 
diperlukan untuk itu. 
Diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
pengesahan Agreement Establishing The World Trade Orgaization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka 
peluang adanya TKA semakin besar, oleh karena itu pemerintah harus 
memperhatikan TKI agar kesempatan kerja yang ada di Indonesia tidak 
sepenuhnya didominasi oleh TKA. 
Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 penggunaan TKA 
dibatasi khususnya pada Pasal 42 hingga Pasal 49.16 Dalam penjelasan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa maksud dari 
adanya pembatasan terhadap penggunaan TKA adalah untuk menjamin 
                                                          




bagian yang layak dari kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, 
maupun untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki 
tempat-tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja yang sampai 
sekarang kebanyakan masing-masing diduduki oleh orang-orang asing. 
Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan 
yang dijalankan oleh TKA dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-
hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan 
kesempatan kerja itu bagi warga negara Indonesia itu sendiri. 
Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 
asing yang memungkinkan masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia, 
adanya pembatasan tersebut sangat berguna untuk mengantisipasi 
penggunaan TKA yang terlalu banyak sehingga kesempatan kerja bagi TKI 
menjadi berkurang. Namun disisi lain, penanaman modal dalam negeri dan 
penanaman modal asing diperlukan guna meningkatkan perkembangan 
perekonomian serta pemerataan pembangunan termasuk perluasan 
kesempatan berusaha dan lapangan kerja. 
Dalam Undang-Undang penanaman modal di Indonesia, baik pada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Penanaman 
Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1970 yang kemudian telah dicabut dengan lahirnya 




disebutkan pada bagian Penjelasan Umum bahwa, penanaman modal 
harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan 
ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhaan ekonomi 
nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan 
ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan 
kemampaun teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi 
kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu 
sistem perekonomian yang berdaya saing.17 
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai 
apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat 
diawasi, antara lain melalui perbaikan kordinasi antara instansi pemerintah 
pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di 
bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta 
iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan 
berusaha. 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara 
keseluruhan berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 
ketentuan yang bersifat membatasi (restrictive) dan bersifat memberi 
perangsang (incentive). Maksudnya disini adalah di satu sisi Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 dimaksudkan untuk menarik investor asing 
                                                          




melalui intensif yang diberikan, sementara di satu sisi membatasi jenis 
lapangan usaha, kepemilikan modal, termasuk di dalamnya penggunaan 
TKA.18 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
pada Bab VI mengenai ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa 
perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, dan 
membatasinya untuk jabatan dan keahlian tertentu, serta mewajibkan 
perusahaan penanaman modal (baik dalam negeri maupun asing) untuk 
meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui 
pelatihan kerja maupun alih teknologi. 
Meski demikian, terdapat pula anggapan bahwa Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing hanya merupakan 
foreign investment incentives acts, dalam arti hanya memberikan intensif 
dan berbagai fasilitas kepada Transnasional Corporation (TNC) yang 
hendak menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga terkesan kurang 
memperhatikan masalah tenaga kerja dengan cermat. 
Guna melindungi hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan 
pekerjaan yang layak, maka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mampu diisi 
TKI tidak diizinkan diduduki oleh TKA, sehingga penggunaan TKA bersifat 
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sementara selama TKI belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. 
Oleh karena itu, TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia hanya dalam 
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jabatan-jabatan 
yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia merupakan 
jabatan kunci yang akan mengahadapi masalah rekrutmen pegawai atau 
penyelesaian perselisihan, sehingga orang Indonesia dianggap lebih dapat 
memahami kepentingan TKI secara keseluruhan. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan adanya unit 
pengawasan ketenagakerjaan tersendiri pada instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan 
mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan 
ketenagakerjaan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
Agar profesionalisme pegawai pengawasan ketenagakerjaan dapat 
ditegakkan maka diperlukan standar pengawasan ketenagakerjaan yang 
berlaku secara nasional yang dilakukan oleh PPNS apabila terjadi 
pelanggaran seperti: 
1. Mempekerjakan TKA tanpa dilengkapi IMTA walaupun mereka 
masuk secara legal dengan menggunakan visa wisata, visa usaha, 
visa sosial budaya, dan visa kunjungan beberapa kali; 
2. Mempekerjakan TKA pada jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai 




3. Memasukkan TKA secara illegal. 
Adapun yang termasuk aparat pegawasan TKA terdiri dari: 
1. Dirjen Binawas/PPNS Denakertrans menyangkut norma kerja; 
2. Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman HAM menyangkut 
keimigrasian; 
3. Direktur Pengawasan Orang Asing-POLRI; dan 
4. HANKAM menyangkut aspek keamanan. 
Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan TKA dapat 
dilakukan secara fungsional yaitu melalui Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah kerja, juga dilakukan secara 
kordinasi melalui Lembaga Pengawas Antar Instansi (SIPORA) yang 
melibatkan Ditjen Imigrasi, Pemerintah Daerah setempat, Kepolisian, 
Depnakertrans dan instansi terkait.19 
D. IMTA  
 
Mengenai pengertian perijinan dalam kamus istilah hukum, ijin 
dijelaskan sebagai pekenaan/ijin dari pemerintah yang disyaratkan untuk 
perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi 
yang pada umunya tidaklah dianggap sebgai hal-hal yang sama sekali tidak 
dikehendaki. Ridwan HR megatakan bahwa izin bertujuan dan berarti 
                                                          




menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Sementara itu, 
menurut Sjahran Basah mengatakan bahwa: 
“Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu 
yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasakan 
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan”20 
Pengertian IMTA sendiri merupakan surat keputusan yang merupakan 
dasar diperbolehkannya seorang warga negara asing untuk bekerja di 
perusahaan di wilayah Indonesia dengan masa berlaku maksimal 1 (satu) 
tahun dan dapat diperpanjang. IMTA sendiri diterbitkan oleh Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dimana pengajuannya berdasarkan 
bukti pembayaran DPKK Depnaker yang dibayarkan sebesar U$D 100 / 
bulan.  
Untuk perpanjangan IMTA sendiri, jika hanya di dalam satu wilayah 
kerja maka perpanjangannya diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI dengan wilayah dimana TKA tersebut bekerja. Dalam pasal 
1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan 
IMTA asing dijelaskan bahwa: 
“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” 
                                                          




Pada pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah ini menjelaskan 
mengenai apa yang dimaksud Retribusi Perpanjangan IMTA, yang 
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas 
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 
Menurut Bratakusuma, tidak semua jenis pelayanan dapat dikenakan 
retribusi, hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial 
ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dengan demikian, retribusi 
daerah dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, antara lain:21 
1. Jasa umum, pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk 
kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan, 
dan tarif yang dikenakan harus memperhatikan kemampuan 
masyarakat (aspek keadilan); 
2. Jasa usaha, pelayanan pemerintah daerah dengan menganut 
prinsip komersial sehingga tarif yang dikenakan ditentukan 
berdasarkan tujuan memperoleh keuntungan yang layak; 
3. Perizinan tertentu, kegiatan pemerintah daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta penggunaan 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.22 
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A. Pengertian Visa 
Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara 
yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai 
Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh 
berkunjung’ yang diberikan kepada penduduk suatu negara jika memasuki 
wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa 
berbentuk stiker visa yang dapat di-apply di kedutaan negara yang akan 
dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.23 
Undang-Undang tentang Keimigrasian Indonesia juga memberikan 
pengertian tentang Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa 
yaitu sebagai berikut: 
“Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang 
ditetapkan oleh Pmerintah Republik Indonesia yang memuat 
persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke 
wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin 
tinggal.”24 
 
Terdapat banyak definisi mengenai visa yang diperoleh dari bahasa 
asing, karena pada umumnya mereka telah terlebih dahulu mengenal dan 
menerapkan penggunaan visa dalam lalu-lintas negara mereka. 
Penggunaan visa ini tidak terlepas hubungannya dengan hubungan 
internasional maupun diplomasi antar negara yang melahirkan kebijakan-
kebijakan mengenai visa yang dikenal dalam lingkup internasional. 
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B. Sejarah Penggunaan Visa 
Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau 
melahirkan apa yang kemudian disebut dengan paspor dan atau visa yang 
wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain 
dari negara asalnya. Hubungan antar negara yang satu dengan negara 
lainnya serta sistem hukum keimigrasian yang diterapkan oleh suatu negara 
mempunyai peran yang dominan terhadap aturan pemberlakuan visa bagi 
orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.  
Beberapa rujukan menyatakan bahwa penggunaan pertama kali 
surat maupun dokumen tertulis lainnya yang dibawa oleh seseorang dalam 
melakukan perjalanannya memasuki wilayah kekuasaan penguasa lain 
telah ada pada tahun sekitar 450 SM. Dalam kisah tersebut dinyatakan 
bahwa Nehemiah, seorang pejabat kerajaan dari Kerajaan Persia Kuno, 
memohon izin untuk pergi ke Judah. Raja Artaxerxes yang merupakan Raja 
Persia Kuno tersebut menyetujui permohonannyaa dan memberikan 
sebuah surat “to the governors of the province beyond the river” yang berisi 
permintaan untuk menjamin keamanan Nehemiah ketika melakukan 
perjalanan ke daerah dibawah kekuasaan peguasa tersebut.25 Literatur lain 
menyebutkan bahwa awalnya dokumen perjalanan itu adalah:  
“The travel document is issued by the state origin and it is within the 
inter-state system that the recognition of an entity as capable of 
issuing a valid travel document to its national regulated.”26 
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30 Oktober 2016 pukul 13.45 WITA 
26  Elspeth Guild. 2009. “Security and Migration in the 21th”, United Kingdom, Polity Press     




Sejarah juga menjabarkan bahwa saat pemerintahan Raja Louis XIV 
dari Prancis, beliau membuat ‘”letter of request” yang sangat terkenal. 
Dalam 100 tahun sejak diberlakukannya paspor pada pemerintahan Raja 
Louis XIV tersebut, hampir seluruh negara Eropa kemudian menerapkan 
sistem dikeluarkannya dokumen perjalanan yakni paspor. Dikutip dari 
sebuah buku Adam I. Muchmore sebagai berikut: 
“By the eighteenth century, however, the term had developed into 
something more analogous to what we refer to as a “visa” today that 
s adocument issued to aliens for travel of sojourn within the territory 
of the issuing state”27 
 
Hal lain yang mendorong penggunaan paspor atau visa adalah 
meningkatnya popularitas melakukan perjalanan dengan kereta api pada 
pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap 
meningkatnya pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah 
yakni kerumitan sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab 
krisis tersebut, Prancis kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan 
visa pada tahun 1861.28 Banyak negara Eropa lain yang mengikuti langkah 
Prancis ini, dan pada tahun 1941 paspor dihilangkan dalam prakteknya di 
setiap tempat manapun di Eropa sebagai persyaratan memasuki negara 
lain. Namun, akibat terjadinya Perang Dunia 1, membawa perubahan terkait 
keamanan internasional, sehingga paspor dan visa kembali lagi menjadi 
syarat yang diperlukan untuk berpergian meskipun sebagai langkah 
sementara pada saat itu. Pecahnya Perang Dunia 1 juga sangat berdampak 
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terhadap keimigrasian global yang memaksakan kewajiban baru didalam 
pelayanan imigrasi. Salah satu contoh ketika Amerika Serikat 
mengeluarkan aturan keimigrasian pada tahun 1921 dan tahun 1924 yang 
bertujuan untuk membatasi pendatang sehingga memberikan aturan baru 
yang membatasi jumlah visa yang diberikan kepada seseorang. Aturan ini 
berlaku di setiap kantor perwakilannya di negara lain maupun yang berada 
di Amerika Serikat sendiri, bahwa imigrasi Amerika Serikat saat itu hanya 
menerima pendatang yang tiba dengan visa yang sah dan masih berlaku. 
Di Indonesia sendiri terdapat peristiwa yang berkaitan dengan 
penggunaan surat dokumen perjalanan yang digunakan untuk berpergian 
ke luar negeri. Saat itu ketika Indonesia melakukan pembelian senjata 
sebagai persediaan mengahadapi Blokade Belanda, Abu Bakar Lubis 
melakukan perjalanan ke Thailand tanpa menggunakan paspor, ia hanya 
membawa surat jalan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Drs. 
Mohammad Hatta.29 
Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari penggunaan visa 
pada masa lampau dengan penggunaanya saat ini. Awalnya penggunaan 
visa maupun travel document, diperlukan seseorang untuk memberikan 
perlindungan dan kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki 
wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan 
sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan 
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suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya. 
Penggunaan visa ini bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah 
sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari 
ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang 
hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah 
memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak 
negatif dari mobilitas orang asing ini. Mengurangi tingkat kejahatan 
internasional, mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan 
bagi negara yang akan dikunjunginya. 
 
C. Jenis-jenis Visa dan Jangka Waktunya 
Jenis visa yang diberikan serta jangka waktunya ditentukan 
berdasarkan tujuan pemohon visa mengunjungi negara tersebut. Secara 
umum penggolongan visa yang dipergunakan dalam ruang lingkup 
internasional yaitu visa diplomatik yang ditujukan untuk kepentingan 
diplomatic, visa dinas, dan visa biasa. Selain itu terdapat juga jenis visa 
berdasarkan jangka waktunya yang dapat dipergunakan hanya satu kali 
pemakaian (single visa) dan dengan beberapa kali pemakaian (multiple 
visa). 
Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: F-
424.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan 
Indeks, serta Penerapan Visa dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa jenis visa 
terdiri dari: 




b. Visa Kunjungan; 
c. Visa Tinggal Terbatas; 
d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan 
Kemudian, untuk memperjelas mengenai pengertian jenis-jenis visa 
ini dijabarkan sebagai berikut: 
a. Visa Singgah 
Visa yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua 
aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna 
meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat 
angkat yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan 
darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca, dan sebab-sebab 
yang menyebabkan tertundanya perjalanan dan diberikan paling 
lama 14 (empat belas) hari; 
b. Visa Kunjungan 
Merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak 
bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan 
dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan 
usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti 
kunjungan: 
a. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan 
Indonesia; 
b. Wisata; 




d. Antar lembaga pendidikan; 
e. Mengikuti pelatihan singkat; 
f. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang 
berwenang; 
g. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah 
mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; 
h. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli 
barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau 
produksi; 
i. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak 
bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya, maupun 
pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang 
bersangkutan; 
j. Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat 
komersil; 
k. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau 
perwakilannya di Indonesia. 
c. Visa Tinggal Terbatas 
Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan 
keperluan lain yang bersifat tidak bekerja. Visa tinggal terbatas 




a. Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota World Trade 
Organization (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk 
jangka waktu 2 (dua) tahun; 
b. Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas 
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti: 
1. Kerjasama perseorangan dengan Pemerintah 
Indonesia; 
2. Kerjasama organisasi non pemerintah dengan 
Pemerintah Indonesia; 
3. Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan 
Pemerintah Indonesia; 
4. Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung 
yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, lau 
teritorial, atau pada instansi landas kontinen serta pada 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin Tinggal 
Terbatas; 
5. Melaksanakan tugas sebagai rohanian; 
6. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi 
dengan menerima bayaran seperti olahraga, artis, 
hiburan, pengobatan, konsultan pengacara, 
perdagangan, dan kegiatan profesi lainnya yang telah 




7. Mengikuti pameran internasional yang bersifat 
komersil; 
8. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan 
dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk 
meningkatkan mutu dan desain produk serta kerjasama 
pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 
9. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film 
yang bersifat komersil dan telah mendapatkan izin dari 
instansi yang berwenang. 
Sementara, visa tinggal terbatas yang digunakan untuk 
keperluan yang bersifat tidak bekerja adalah sebagai berikut: 
a. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 
b. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas 
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; 
c. Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal 
Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 
d. Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk 
jangka waktu 2 (dua) tahun; 
e. Penyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun; 
f. Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka 




g. Lanjut usia dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 
d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan 
Visa ini dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang 
meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan 
pemerintahan, kepariwisataan, sosial, budaya, dan kegiatan usaha 
seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia 
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan jangka waktu setiap 
kali kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari, seperti 
kunjungan: 
a. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara 
Indonesia; 
b. Wisata; 
c. Keluarga atau sosial; 
d. Antar lembaga pendidikan; 
e. Mengikuti pelatihan singkat; 
f. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli 
barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau 
produksi; 
g. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak 
bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya, maupun 





h. Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau 
perwakilannya di Indonesia.30 
 
D. Prosedur Untuk Memperoleh Visa 
Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib 
administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan 
suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki 
wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam 
pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa 
dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti 
Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk 
mendapatkan visa wisata ke negara ini yang dapat diakses oleh pemohon 
visa. Selain pengurusan visa secara online masih terdapat prosedur 
konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa 
yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan 
dikunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali Visa on Arrival yang 
dapat dilakukan setibanya di bandar udara maupun di pelabuhan dari 
negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. 
Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk 
memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan 
di negara tersebut. Prosedur permohonan visa tersebut dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
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a. Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara 
tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, 
dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor 
perwakilan negara yang dituju tersebut. 
b. Pemohon visa harus mengisi identitas pemohon pada formulir uang 
ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa: 
1. Paspor Asli atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku 
(umumnya masih berlaku minimal 6 atau 8 bulan); 
2. Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk 
melakukan perjalanan ke negara lain; 
3. Pas foto pemohon dengan ukuran yang bervariasi 
tergantung kebijakan negara yang dituju; 
4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada 
di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta 
pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk 
melihat kemampuan finansialnya; 
5. Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus 
visa untuk kepentingan bisnis; 
6. Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya 
oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir 
maupun keterangan lain dan didampingi orang tua untuk izin 




7. Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut 
ketentuan yang berlaku di negara lain; 
8. Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas 
pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan 
melakukan tahap berikutnya yakni wawancara. 
Diterima atau tidaknya permohonan visa sangat tergantung pada 
kelengkapan berkas dan penialian pewawancara yang dilakukan oleh staf 
dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa 
diterima, maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor 
pemohon. Namun jika ditolak maka harus mengulangi lagi tahap tersebut 
dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah 
dibayarkan tidak dapat dimintakan kembali. 
Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-
masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan kemananan 
terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang 
masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa 
diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan 




                                                          




2.3 Keberadaan Orang Asing di Indonesia 
A. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia 
Menurut Sjachran Basah, 32  izin adalah perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam 
hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E Utrecht mengatakan 
bahwa bila pembuat peraturan perundang-ndangan pada umumnya tidak 
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal 
saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, 
keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 
bersifat suatu izin (vergunning).33 
Bagir Manan menyebutkan, bahwa izin dalam arti uas berarti 
sesuatu yang bertujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkaan melakukan tindakan atau perbuatan 
tertentu yang secara umum dilarang. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah 
perbuatan pemeritah berbagi satu berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan 
persyaratan tertentu. Dari pengertian ini, ada beberapa unsur dalam 
perizinan, yaitu sebagai berikut:34 
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1. Instrumen Yuridis 
Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah 
tidak hanya sekedar menjaga ketertiban keamanan (rust on erde), 
tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). 
Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap 
dipertahankan.  
Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah 
diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yaitu dari fungsi 
pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis ntuk 
menghadapi peristiwa individual dan konkrit, ketetapan ini 
merupakan ujung tombak dari instrmen hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan atau sebagai norma penutup 
dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan itu 
adalah izin. Berdasarkan jenis ketetapan, izin termasuk sebagai 
ketetapan yang bersifat konstituitif, yakni ketetapan yang 
menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang 
yang namanya tercantum dalam ketetapan itu (beschikkingen 
welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was atau ketetapan 
yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak 
diperbolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen 




digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi itu menetapkan 
peristiwa konkrit.35 
2. Peraturan Perundang-Undangan 
Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan 
tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka 
harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan atau harus berdasar pada asas legalitas. Tanpa dasar 
wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, 
dalam hal membuat dan menerbitkan izin harusla didasarkan pada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku karena adanya dasar wewenang tersebut ketetapan 
izin tersebut menjadi tidak sah. 
Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan 
izin itu di tentukan dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam 
penerappannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan 
pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskrisionare power atau 
berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi 
keenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri 
hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang 
hal-hal berikut: 
a. Kondisi-kondosi apa yang memungkinkan suatu izin dapat 
diberikan kepada pemohon; 
                                                          




b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut; 
c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat 
pemberiaan atau penolakan izin dikaitkan dengan 
pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada 
saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan 
maupun penolakan pemberian izin. 
3. Organ Pemerintah  
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Menurut Sjachran Basrah, dari penulusuran berbagai ketentuan 
penyelenggaraan pemeritahan dapat diketahui bahwa mulai dari 
administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan 
administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. 
Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk 
instansinya) pemberi izin yang didasarkan pada jabatan yang 
dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. 
Terlepas beragamnya organ pemerintahan atau administrasi 
negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin 
hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Beragamnya 
organ pemerintahan yang berwenang memberkan izin dapat 
menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu 




dicapai. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan 
deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan 
perundang-undangan yang dipandang berlebihan.36 
4. Prosedur dan Persyaratan 
Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu besifat 
konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, artinya dalam hal 
pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan atau tingkah lku 
tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipnuhi izin itu ditentukan 
suatu perbuatan hukum konkrit dan bila tidak dipenuhi dapat 
dikenakan sanksi. 
Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan 
dapat dilihat setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan 
itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini 
dilakukan secara sepihak oleh pemeintah. Meskipun demikian, 
pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan 
persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-
wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.37 
5. Fungsi dan Tujuan 
Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-
fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi 
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menertibkan masyarakat. Tujuan izin secara umum dapat 
disebutkan sebagai berikut: 
a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu; 
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin 
lingkungan); 
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu; 
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit; 
e. Izin memberikan pengarahan, dan menyeleksi orang-
orang. 
Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi 
dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat 
dalam berbagai instrumen perizinan di bidang Keimigrasian, diantaranya 
dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian yang mengatur beberapa jenis perizinan bagi orang asing di 
Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia 
wajb memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka 
yang sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga 
pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya. 







a. Izin Tinggal 
Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat 
imgrasi atau pejabat di luar negeri untuk berada di wilayah 
Indonesia; 
b. Izin Masuk Kembali 
Merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada 
orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap 
untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia; 
c. Izin Tinggal Diplomatik 
Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke 
wilayah Indonesia dengan visa diplomatik; 
d. Izin Tinggal Dinas 
Merupakan izin yang diberkan kepada orang asing yang masuk ke 
wilayah Indonesia dengan visa dinas; 
e. Izin Tinggal Kunjungan 
Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke 
wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir 
di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya 
pemegang izin tinggal kunjungan; 
f. Izin Tinggal Terbatas  
Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang  masuk ke 
wilyah Indonesia dengan visa tinggal terbatas; anak yang pada saat 




tinggal kunjungan; nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di 
atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah 
perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesa sesua dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; orang asing yang kawin secara 
sah dengan warga negara Indonesia; atau anak dari orang asing 
yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; 
g. Izin Tinggal Tetap 
Merupakan izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke 
wilayah Indonesia sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut 
usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau 
anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; orang asing eks 
warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan 
ganda Repulik Indonesia.38 
 
B. Hak dan Kewajiban Orang Asing di Indonesia 
Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk 
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan 
kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan 
pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah 
hak.39 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang 
dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di persona 
non grata kan atau diserahkan kepada negara lain, apabila melakukan 
                                                          
38 Jazim Hamidi, Charles Christian. 2016. “Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia”, 
Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48 




tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga 
negara Indonesiaa (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia) tetapi 
untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Di 
samping itu, setiap orang harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk urut dalam 
politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak 
mempunyai hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam 
pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak 
mempunai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
badan perwakilan rakyat. Mereka tidak berhak menduduki jabatan-jabatan, 
baik  pemerintahan maupun perwakilan rakyat. Mereka tidak berhak 
menduduki jabatan-jabatan, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat. 
Di bidang perkonomian, setiap orang asing yang bekerja dan 
berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari 
Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1957 
tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Hal ini berkaitan dengan 
kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing 
membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah 
kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan 
usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi.  





1. Mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa 
mengadakan perubahan teknis pada barang itu; 
2. Melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung 
terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada 
konsumen; 
3. Melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-
barang dari produsen-produsen kecil diteruskan kepada perantara. 
Di bidang agraria pun, orang asing terbatas haknya. Orang asing 
hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu, 
Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. 
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang tentang Bangsa Asing, latar 
belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada asasnya orang asing yang 
berada di Indonesia dapat membawa keuntungan bagi negara, disamping 
itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan 
dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda, dan usahanya. 
Oleh karena itu, sewajarnya apabila orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing.40 
Mengenai hak dan kewajiban tergantung kualifikasi orang asing 
tersebut datang ke Indonesia, yaitu sebagai tenaga kerja atau sebagai 
melakukan kunjungan biasa. Tetapi biasanya yang akan sangat 
                                                          





bersinggungan sekali dengan status dari kewarganegaraannya apabila 
melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga negara Indonesia. 
Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
1. Mendapatkan fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang 
disponsori oleh perusahaan; 
2. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik 
secara lokal, nasional, regional, ataupun secara internasional; 
3. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri 
termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau 
istri; 
4. Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai seorang 
warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan 
kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga 
negara. 
Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai seorang 
asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara 
yang dia tempati atau berada; 
2. Siap untuk dideportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri 
karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa 




3. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan 
apabila telah melangsungkan perkainan dengan warga negara 
Indonesia. Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia 
berkewajiban memberikan kemampuan keilmuwan yang 
berhubungan dengan alih teknologi pada perusahaan dimana dia 
bekerja. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak selalu mengalami 












                                                          






3.1 Lokasi Penelitian 
Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis 
mengenai Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan 
Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal 
Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI, maka 
penulis melakukan penelitian di: 
1. Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 
2. Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, dan 
3. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk 
memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul 
penulis. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-




relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui 
perpustakaan dan dokumentasi pada instansi terkait. 
3.3  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode 
penelitian, yaitu : 
1. Metode Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan 
dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan 
menggunakan metode wawancara (interview). Sehubungan 
dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 
3.4  Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pemberlakuan Bebas Visa Ke Indonesia Dan Kaitannya Dengan 
Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok 
A. Kebijakan Bebas Visa ke Indonesia 
Pada bulan September 2016, pemerintah Indonesia memberikan 
kebijakan bebas visa kunjungan kepada 45 negara, termasuk Arab Saudi, 
Taiwan, dan Turki. Selanjutnya, pada bulan Maret 2016, terdapat 69 negara 
tambahan penerima bebas visa kunjungan dari Indonesia, termasuk 
Australia. Total negara penerima kebijakan bebas visa kunjungan ke 
Indonesia sebanyak 169 negara dari total jumlah negara di dunia yaitu 193 
negara. Selain itu, terdapat 10 negara yang masih masuk ke dalam rezim 
calling visa yaitu Afghanistan, Israel, Korea Utara, Guinea, Pakistan, 
Nigeria, Niger, Somalia, Kamerun, dan Liberia. 
Daftar 169 negara yang diberikan kebijakan bebas visa kunjungan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 
No Negara No Negara 
1. Afrika Selatan 21. Belgia 
2. Albania 22. Belize 
3. Aljazair 23. Benin 




5. Andorra 25. Bolivia 
6. Angola  26. Bosnia dan Herzegovina 
7. Antigua dan Barbuda 27. Botswana 
8. Arab Saudi 28. Brazil 
9. Argentina 29. Brunei Darussalam 
10. Armenia 30. Bulgaria 
11. Australia 31. Burkina Faso 
12. Austria 32. Burundi 
13. Azerbaijan 33. Ceko 
14. Bahama 34. Chad 
15. Bahrain 35. Chili 
16. Bangladesh 36. Denmark 
17. Barbados 37. Dominika 
(Persemakmuran) 
18. Belanda 38. Ekuador 
19. Belarusia 39. El Salvador 
20. Estonia 40. Kanada 
41. Fiji 63. Kazakhstan 
42. Filiphina 64. Kenya 
43. Finlandia 65. Kepulauan Marshall 
44. Gabon 66. Kepulauan Solomon 




46. Georgia 68. Komoro 
47. Ghana 69. Korea Selatan 
48. Grenada 70. Kosta Rika 
49. Guatemala 71. Kroasia 
50. Guyana 72. Kuba 
51. Haiti 73. Kuwait 
52. Honduras 74. Kyrgysztan 
53. Hongaria 75. Laos 
54. Hongkong (SAR) 76. Latvia 
55. India 77. Lebanon 
56. Inggris 78. Lesotho 
57. Irlandia 79. Liechtenstein 
58. Islandia 80. Lithuania 
59. Italia 81. Luksemburg 
60. Jamaika 82. Macao (SAR) 
61. Jepang 83. Madagaskar 
62. Jerman 84. Makedonia 
85. Kamboja 106. Maladewa 
86. Malawi 107. Paraguay 
87. Malaysia 108. Perancis 
88. Mali 109. Peru 




90. Maroko 111. Portugal 
91. Mauritania 112. Puerto Rico 
92. Mauritius 113. Qatar 
93. Meksiko 114. Republik Dominika 
94. Mesir 115. Romania 
95. Moldova 116. Rusia 
96. Monako 117. Rwanda 
97. Mongolia 118. Saint Kitts dan Navis 
98. Mozambik 119. Saint Lucia 
99. Myanmar 120. Saint Vincent dan 
Grenadis 
100. Namibia 121. Samoa 
101. Nauru 122. San Marino 
102. Nepal 123. Sao Tome dan Principe 
103. Nikaragua 124. Selandia Baru 
104. Norwegia 125. Senegal 
105. Oman 126. Serbia 
127. Palau 149. Seychelles 
128. Palestina 150. Singapura 
129. Panama 151. Siprus 
130. Pantai Gading 152. Slovakia 




132. Spanyol 154. Turki 
133. Sri Lanka 155. Turkmenistan 
134. Suriname 156. Tuvalu 
135. Swaziland 157. Uganda 
136. Swedia 158. Ukraina 
137. Swiss 159. Uni Emirat Arab 
138. Taiwan 160. Uruguay 
139. Tajikistan 161. Tiongkok 
140. Tahta Suci Vatikan 162. Uzbekistan 
141. Tanjung Verde 163. Vanuatu  
142. Tanzania 164. Venezuella 
143. Thiland 165. Vietnam 
144. Timor Leste 166. Yordania 
145. Togo 167. Yunani 
146. Tonga 168. Zambia 
147. Trinidad dan Tobago 169. Zimbabwe 
148. Tunisia   
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 
Melihat pemberlakuan kebijakan bebas visa ini, pada tahun 2014 
negara Tiongkok sebenarnya telah terlebih dahulu “berjanji” akan 
memberikan kebijakan bebas visa ini bagi warga negara Indonesia yang 
berkunjung ke Tiongkok selama kurang dari 30 hari. Hal tersebut 




dengan Wakil Presiden Boediono (2009-2014), karena selesai masa 
tugasnya. Bahkan hal tersebut ditawarkan kembali oleh Tiongkok dalam 
pertemuan Forum Konsulasi ke-7 Bidang Kekonsuleran dan Keimigrasian 
Indonesia dengan Tiongkok pada 26 November 2014. Saat itu pemerintah 
Indonesia masih bersikap mempertimbangkan terlebih dahulu. Tawaran 
kebijakan bebas visa negara Tiongkok tersebut dituangkan dalam draft 
perjanjian antara pemerintah Tiongkok dan pemerintah Indonesia  
mengenai Pemberian Kebijakan Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Biasa 
(Agreement Between The Government Of The People’s Republic Of China 
And The Government Of The Republic Of Indonesia On Mutual Visa 
Exemption For Holders Of Ordinary Passports). 
Beberapa bulan kemudian, janji dan tawaran pemerintah Tiongkok 
belum terwujud, Indonesia justru terlebih dahulu memberlakukan kebijakan 
bebas visa untuk Tiongkok. Dapat diamati bagaimana pemerintah Tiongkok 
sendiri memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan 14 (empat belas) 
hari hanya untuk 3 (tiga) negara saja, yaitu Jepang, Singapura, dan Brunei 
Darussalam. Tiongkok juga memberlakukan bebas visa untuk turis dari 
negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang 
berwisata ke Propinsi Guangdong, khususnya Guangzhou, Shenzhen,  
Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Huizhou, Shantou, melalui 
Hongkong dan Macao, tidak lebih selama 6 hari. Itupun terkadang tidak 




Selain itu, Tiongkok juga memberlakukan bebas visa transit 48 
(empat puluh delapan) jam, dan 72 (tujuh puluh dua) jam, bagi 20 (dua 
puluh) negara yang akan melakukan kunjungan ke negara ketiga atau telah 
memegang visa negara ketiga. Perlu dicatat bahwa Indonesia tidak pernah 
termasuk ke dalam negara yang mendapatkan fasilitas ini.  Indonesia 
bersama 18 negara lainnya mendapatkan fasilitas bebas visa wisata 
selama 14 hari ke propinsi Hainan dengan syarat mengikuti group tour dari 
travel biro internasional yang telah mendapat persetujuan dari Biro 
Pariwisata Tiongkok.  
Gambaran tersebut diatas memperlihatkan bahwa sebagai negara 
besar, Tiongkok sangat hati-hati dalam memberlakukan bebas visa 
kunjungan kepada setiap negara. Hal tersebut semata-mata demi 
pertimbangan keamanan negara. Karena memberikan kebijakan bebas 
visa kepada suatu negara, sama halnya dengan membuka kedaulatan bagi 
negara lain.42 
Hal ini juga ditegaskan oleh Kemenhan yang mengatakan bahwa 
kebijakan bebas visa tersebut mengancam kedaulatan NKRI. Pasalnya 
dengan masih jutaan warga negara Indonesia yang menganggur, justru 
lapangan pekerjaan Indonesia diserobot oleh tenaga kerja asing illegal dari 
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Tiongkok yang masuk ke Indonesia dengan menyalahgunakan visa wisata 
untuk mencari pekerjaan di Indonesia.43 
 
B. Data Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indonesia Dan Yang 
Melakukan Pelanggaran 
Sejak diberlakukannya kebijakan bebas kunjungan visa bagi 
wisatawan asing dari 169 negara untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan 
turisme, jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia cenderung 
meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) 
Kementrian Hukum dan HAM, pemberlakuan bebas visa memang mampu 
meningkatkan kunjungan warga negara asing (WNA) ke dalam negeri. 
Disitu disebutkan, perlintasan warga asing yang menggunakan bebas visa 
kunjungan meningkat tajam. Yakni dari 3.065.133 pada tahun 2015 menjadi 
5.170.883 per Desember 2016. Sementara secara keseluruhan warga 
negara asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 
9.332.106, warga negara asing itu tersebar di beberapa daerah di 
Indonesia. 44 
Adapun penyebaran masuknya warga negara asing di beberapa 
perlintasan pintu masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2015 – 2016 adalah 
sebagai berikut: 
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Diantara jumlah itu, warga negara Tiongkok mendominasi. Eskalasi 
orang asing asal negeri tersebut meningkat 15% (246.409) atau menjadi 
1.329.847 dari sebelumnya 1.083.438 orang. Jumlah itu diatas Singapura 
dan Malaysia yang tahun lalu berada diurutan atas.45 
Meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh 
orang asing di Indonesia semakin bertambah akibat diberlakukannya 
kebijakan bebas visa. Pada periode Januari s/d November 2016, jumlah 
pelanggaran keimigrasian mencapai angka 7.355 kasus, dimana orang 
asing asal Tiongkok berada di tingkat teratas dengan 1.837 kasus, disusul 
Afghanistan (655 kasus), Bangladesh (389), Vietnam (245) dan Malaysia 
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(245). Dalam kasus narkoba, Tiongkok menduduki peringkat kedua setelah 
Nigeria dengan 8 kasus di tahun 2015 dan 15 tersangka asal Tiongkok. 
Berikut daftar pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA yang 
diproses dengan Pro Justisia: 
Pelanggaran Keimigrasian Berdasarkan Negara Periode 
Januari s/d November 2016 
No Negara Jumlah Pelanggaran 
1. Tiongkok 1837 
2. Afghanistan 655 
3. Bangladesh 389 
4. Malaysia 245 
5. Vietnam 213 
6. Somalia 198 
7. Irak 183 
8. Filiphina 182 
Sumber: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direkorat Jenderal Imigrasi 
Selain itu pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh 169 negara 
yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang dikenakan 






Pelanggaran Keimigrasian 169 Negara Yang Menggunakan 
Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Periode Tahun 2016 
No Kewarganegaraan Jumlah 
1. Republik Rakyat Tiongkok 1849 
2. Bangladesh 421 
3. Malaysia 246 
4. Myanmar 233 
5. Vietnam 213 
6. Filiphina 184 
7. India 182 
8. Maroko 158 
9. Korea Selatan 142 
10. Arab Saudi 130 
11. Taiwan 124 
12. Palestina 93 
13. Inggris 87 
14. Thailand 82 
15. Timor Leste 72 
16. Australia 69 
17. Amerika Serikat 61 
18. Belanda 56 




20. Sri Lanka 48 
21. Jepang 44 
22. Prancis 33 
23. Rusia 28 
24. Jerman 26 
25. Italia 23 
26. Brazil 20 
27. Nepal 18 
28. Mesir 13 
29. Kanada 11 
30. Portugal 11 
31. Hongkong 10 
32. Kuwait 10 
33. Papua Nugini 9 
34. Spanyol 9 
35. Swiss 9 
36. Uganda 9 
37. Ukraina 9 
38. Ceko 8 
39. Turki 7 
40. Afrika Selatan 5 




42. Ghana 5 
43. Mali 5 
44. Peru 5 
45. Selandia Baru 5 
46. Chili 4 
47. Kamboja 4 
48. Pantai Gading 4 
49. Rumania 4 
50. Slovenia 4 
51. Swedia 4 
52. Belgia 3 
53. Finlandia 3 
54. Gambia 3 
55. Laos 3 
56. Oman 3 
57. Denmark 3 
58. Argentina 2 
59. Austria 2 
60. Kenya 2 
61. Kroasia 2 
62. Serbia 2 




64. Serbia 2 
65. Aljazair 2 
66. Bulgaria 1 
67. Bhutan 1 
68. Chad 1 
69. Ekuador 1 
70. Estonia 1 
71. Fiji 1 
72. Grenada 1 
73. Honduras 1 
74. Hongaria 1 
75. Irlandia 1 
76. Islandia 1 
77. Madagaskar 1 
78. Polandia 1 
79. Slovakia 1 
80. Tajikistan 1 
81. Tanzania 1 
82. Yunani 1 
83. TOTAL 4.930 






C. Beberapa Macam Kasus Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa 
Kunjungan Ke Indonesia 
Setelah berjalan selama satu tahun sejak diberlakukan kebijakan 
bebas visa kunjungan pertama kepada 30 negara termasuk Tiongkok, 
terdapat beberapa masalah keimigrasian dan tindak pidana yang banyak 
melibatkan warga negara Tiongkok serta warga negara asing lainnya di 
Indonesia. Ditengah isu serbuan tenaga kerja asing illegal ke Tanah Air 
khususnya dari Tingkok, menyoal fungsi Tim Pora menjadi cukup relevan. 
Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing sendiri merupakan gugus 
tugas terintegrasi untuk penindakan dan pengawasan warga negara asing. 
Tim yang terdiri dari unsur berbagai instansi pemerintahan tersebut ada di 
tingkat kabupaten/kota. Bahkan ada yang sampai di tingkat kecamatan.  
Sepanjang tahun 2016, dari 8.116 kasus pelanggaran hukum yang 
dilakukan WNA, sebanyak 7.787 kasus merupakan pelanggaran 
administratif keimigrasian. Kemudian, sebanyak 329 kasus merupakan 
pidana hukum. Dari keseluruhan jumlah pelanggaran, Tiongkok 
mendominasi dengan 1.837 kasus.  
Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Frankie Sompie mengatakan 
bahwa: 
“Tim Pora akan berkoordinasi ketika ditemukan pelanggaran yang 
dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Misalnya, bila ada 
pelanggaran aturan ketenagakerjaan maka akan diserakan ke 
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika terkait terror 
maka akan diserahkan kepada Polri, BNPT, dan seterusnya. 
Semua penanganan tersebut akan dibantu oleh Ditjen Imigrasi 




deportasi setelah tindakan hukumnya tuntas oleh pihak yang 
berwenang.”46 
 
Adapun beberapa kasus yang dilakukan oleh warga negara asing 
tersebut adalah: 
1. Terdapat 8 (delapan) pekerja illegal asal Tiongkok diamankan pada 
Juni 2016 karena tidak memiliki dokumen resmi di Desa Galang 
Batang, Kecamatan Kijang, Bintan, Kepulauan Riau; 
2. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh seorang warga negara 
Singapura pada bulan Mei 2016 di Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat. Yang bersangkutan melakukan usaha 
penampungan tempurung dan sabut kelapa untuk diekspor  ke 
Tiongkok 
3. Pada bulan Mei 2016, 2 (dua) warga negara Tiongkok diamankan 
oleh pihak imigrasi karena menggunakan bebas visa kunjungan 
untuk bekerja di tambang emas di Kelurahan Pobya, Kecamatan 
Palu Timur, Sulawesi tengah. Bahkan visa kunjungan tersebut 
sudah melampaui batas (overstay) selama 70 hari; 
4. Dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) warga negara Tiongkok 
yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di sebuah 
perusahaan di Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada 
bulan April 2016; 
                                                          





5. Pada tanggal 23 April 2016, terjadi penangkapan oleh TNI AU 
terhadap 5 (lima) warga negara Tiongkok yang melakukan 
pekerjaan di area Lanud Halim tanpa izin otoritas Lanud serta salah 
satu orang asing tersebut hanya memiliki visa kunjungan sosial 
budaya; 
6. Penyalahgunaan bebas visa dengan bekerja di sebuah perusahaan 
oleh 4 (empat) warga negara Tiongkok di Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah pada April 2016; 
7. Pada April 2016, kegiatan penambangan emas illegal di Sulawesi 
Tenggara yang melibatkan 4 (empat) warga negara Tiongkok yang 
menyalahgunakan dokumen keimigrasian, yaitu hanya memiliki 
visa kunjungan wisata; 
8. Penyalahgunaan izin tinggal oleh 3 (tiga) warga negara Tiongkok 
asal Fujian yang diamankan parat kemanan di Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat pada April 2016; 
9. Penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja di Kawasan Industri 
Cibitung, Bekasi oleh 9 (sembilan) warga negara Tiongkok pada 
Maret 2016 
10. Pendeportasian 20 (dua puluh) warga negara Tiongkok karena 
menyalahgunakan visa tinggal sementara yang sudah kadaluarsa 





11. Pada Februari 2016, telah diamankan 20 (dua puluh) warga negara 
Tiongkok yang bekerja secara illegal karena menyalahgunakan 
visa kunjungan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Bojonegoro, 
Tuban, dan Surabaya. 
12. Pada November 2016, empat WN Tiongkok diamankan oleh pihak 
Imigrasi karena menyalahgunakan visa dengan melakukan kegiatan 
bertani (menanam) cabai di Kecamatan Suka Makmur, Bogor.  
13.  Pada November 2016, Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Sulawesi 
Tenggara, telah melakukan pendeportasian terhadap 6 WN 
Tiongkok karena melakukan kunjungan ke sebuah lokasi 
penambangan di Kowane Utara. 
Selain masalah diatas, terdapat pula beberapa insiden 
penyalahgunaan visa yang digunakan untuk kepentingan non-bisnis seperti 
kepentingan non-bisnis, seperti kegiatan politik dan jurnalistik. Beberapa 
diantaranya adalah: 
1. Pembuat film asal Belanda, Rohan Radheya diketahui beberapa 
kali masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa 
kunjungan untuk memproduksi film dokumenter mengenai 
pelanggaran HAM di Papua berjudul Melanesian Dreams secara 
klandestin (kegiatan tertutup); 
2. Pada September 2016, peneliti asing asal Amerika Serikat 
diketahui menyalahgunakan visa kunjungannya untuk melakukan 




yang bersangkutan pernah melakukan pemetaan politik Indonesia 
pada Pemilu 2014 serta pernah aktif dalam LSM pendukung 
kemerdekaan Timor-Timur dan isu Papua Merdeka; 
3. Pada Desember 2015, seorang diplomat Israel masuk ke Indonesia 
menggunakan paspor turis serta visa kunjungan bisnis dengan 
menjadi dokter ahli perawatan bayi (neonatologist) setelah 
mendapatkan rekomendasi dari CH Calling Visa Imigrasi; 
4. Jurnalis asal Inggris yang melakukan shooting film secara illegal, di 
Selat Malaka dengan mengedepankan rawannya kemanan di 
wilayah tersebut; 
5. Penyalahgunaan visa turis oleh dua warga negara Prancis yang 
melakukan shooting di Papua serta melakukan wawancara 
terhadap tokoh OPM; 
6. Dua jurnalis asal Selandia Baru yang melakukan penyalahgunaan 
ijin liputan jurnalistik, yaitu liputan mengenai perkembangan ubi 
jalar di Wamena yang disalahguakan untuk melakukan propaganda 
Papua Merdeka; 
7. Pada Januari 2016, pelajar asal Australia melakukan aktivitas politik 
dengan bergabung dan membiayai kegiatan kelompok radikal kiri 
dan buruh di Yogyakarta. Yang bersangkutan pernah masuk 
seelumnya ke Indonesia menggunakan visa pelajar setelah 




8. Beberapa warga negara Australia masuk ke Indonesia dengan 
menggunakan Visa on arrival serta melakukan pertemuan dengan 
tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB); 
9. Pada Maret 2016, rombongan VICE Brooklyn (HBO TV) berjumlah 
5 (lima) orang datang ke Sulawesi Tengah untuk melakukan 
peliputan operasi Tinombola di Poso, padahal dalam izin kunjungan 
jurnalistik yang disetujui CH Kemenlu (TK Kora), rombongan 
tersebut menyebutkan hanya akan datang ke Aceh.47 
Selain daftar kasus diatas, berikut merupakan daftar kasus 
penangkapan warga negara asing yang terjadi pada periode Juli 2016 
sampai dengan Januari 2017: 
1. Pada Juli 2016, Lantamal I Belawan bersama pihak imigrasi 
memulangkan 17 (tujuh belas) Anak Buah kapal (ABK) asal 
Tiongkok dari kapal Fv. Hua Li  
2. Pada November 2016, 4 (empat) WN Tiongkok diamankan oleh 
pihak Imigrasi karena menyalahgunakan visa dengan melakukan 
kegiatan bertani (menanam) cabai di Kecamatan Suka Makmur, 
Bogor.  
3. Pada Desember 2016, Imigrasi Kelas II Pati, telah menangkap 4 
(empat) WN Tiongkok saat menjalankan aktivitas pekerjaan di 
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perusahaan pabrik pembuatan asbes di Jepara, Jawa Tengah dan 
terancam dideportasi jika terbukti menyalahi izin tinggal;      
4. Pada Desember 2016, 7 (tujuh) tenaga kerja asing (TKA) asal 
Tiongkok yang bekerja di sebuah pabrik besi dan baja di desa 
Keboharan, Kecamatan Kerian, Sidoarjo diamankan Imigrasi Kelas 
I Khusus Surabaya karena memegang izin tinggal kunjungan (B-
211) yang dikeluarkan di KBRI Beijing. Terdapat 23 TKA asal 
Tiongkok  dan 16 TKA sudah memegang izin tinggal terbatas.  
5. Pada tanggal 3 Januari 2017, Kantor Imigrasi Mataram, Nusa 
Tenggara Barat, menyita 12 paspor milik warga negara Tiongkok 
yang diduga sebagai pekerja ilegall; 
6. Pada tanggal 4 Januari 2017, Kantor Imigrasi Wilayah Sorong, 
Provinsi Papua Barat, menangkap 3 (tiga) warga negara Tiongkok 
yang melanggar izin kunjungan ke Indonesia; 
7. Pada tanggal 5 Januari 2017, Petugas Kantor Imigrasi (Kanim) 
Kelas I Khusus Jakarta Barat menjaring 20 (dua puluh) wanita WNA 
illegal asal Vietnam, Tiongkok, dan Thailand pada sejumlah tempat 
hiburan malam dan hunian indekos di Jakarta Barat; 
8. Pada tanggal 13 Januari 2017, sebanyak 32 (tiga puluh dua) 
perempuan WNA ilegal asal Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Maroko, Tiongkok, dan Rusia yang bekerja di tempat hiburan 





9. Pada tanggal 15 Januari 2017, 8 (delapan) WNA asal Tiongkok 
yang bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan Tengah 
diamankan satuan Kodim 1014/PBN di Pangkalan Bun, 
Kotawaringin Barat. 
10. Pada Desember 2016, Ditjen Imigrasi telah melakukan 
penangkapan terhadap 76 WN Tiongkok yang terjaring razia di 3 
tempat hiburan malam di Jakarta. Dalam operasi petugas menyita 
barang bukti 92 paspor WN Tiongkok dan alat kontrasepsi.48 
Pada dasarnya, meski jumlahnya relatif tidak banyak, pemerintah 
harus serius menangani persoalan ini. Biarpun masih sedikit, tetapi 
masalah tenaga kerja asing illegal ini harus tetap dievaluasi apakah akan 
berkembang biak atau tidak. Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar 
Hukum Internasional Universitas Indonesia mencontohkan warga negara 
Tiongkok yang sangat berpotensi membanjiri Indonesia sebagai tenaga 
kerja illegal. Pasalnya, pemerintah Tiongkok memang mendorong agar 
warga negaranya mencari pekerjaan di luar negeri. Jumlah angkatan kerja 
Tiongkok terlalu besar untuk dapat ditampung lapangan kerja di dalam 
negeri. Hikmahanto Juwana pun mengatakan bahwa: 
“Harus dipastikan yang masuk ke Indonesia benar-benar 
merupakan wisatawan. Karena, jika sudah melewati imigrasi 
bandara, maka akan sulit untuk mengawasi kegiatan WNA yang 
sudah ada didalam. Apalagi dengan kebijakan bebas visa iniorang 
yang mempunyai paspor bisa sangat mudah masuk. Tidak akan 





ada beban psikologis karena kekhawatiran akan ditolak masuk di 
imigrasi.”49 
 
4.2 Analisis Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Terhadap Potensi 
Ancaman Kedaulatan Negara 
A. Potensi Ancaman Kedaulatan Di Bidang Sosial Akibat 
Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa 
Salah satu hal yang saat ini sering menjadi topik pembahasan di 
Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah investasi Tiongkok di 
Indonesia adalah membanjirnya kedatangan tenaga kerja asal Tiongkok ke 
Indonesia. Padahal semestinya, investasi asing di Indonesia justru harus 
dapat membawa manfaat bagi rakyat Indonesia, dengan meningkatkan 
taraf hidup rakyat Indonesia, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja 
lokal Indonesia. 
Kontroversi mengenai keberadaan tenaga kerja dari Tiongkok 
mengemuka ketika sejumlah media cetak, elektronik, dan media sosial 
memberitakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur Tiongkok di 
Indonesia yang menggunakan buruh asal Tiongkok sepenuhnya. Salah 
satunya adalah pembanguan PLTU Celukan Bawang Buleleng Bali, yang 
dikerjakan oleh empat kontraktor asal Tiongkok yaitu China Huadian Power 
Plant, China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR !7, dan mitra lokal PT. 
General Energy Bali. Proyek investasi bernilai Rp. 9 Triliun ini, 
menggunakan 133 orang pekerja asal Tiongkok. Ijin yang mereka dapatkan 
                                                          




bersifat sementara, masa berlaku selama 6 bulan, dan hanya boleh 
menempati jabatan tertentu dan yang mempunyai keahlian khusus, bukan 
untuk pekerja kasar.50 
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Jawa 
Timur, Sukardo menjelaskan bahwa sebanyak 4.600 orang tenaga kerja 
asing, yang bekerja di beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Jawa 
Timur, didominasi oleh pekerja asal Tiongkok mereka memiliki ijin kerja 
resmi untuk bidang pekerjaan mulai dari tenaga ahli, hingga cleaning 
service, dan buruh bangunan. Tenaga kerja asing asal Tiongkok tersebut 
tersebar di sejumlah daerah, antara lain Mojokerto, Tuban, Pasuruan, dan 
sekitar Surabaya. Jawa Timur merupakan salah satu kota yang sering 
didatangi oleh tenaga kerja asal Tiongkok. Salah satunya ketika pembuatan 
proyek Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura 
pada tahun 2015 lalu. 
Tenaga kerja asing asal Tiongkok pun mendominasi proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Awar-Awar Tuban Jawa 
Timur. Data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tuban menyebutkan pada 
tahun 2015, mencatat ada sekitar 791 orang yang bekerja pada proyek 
tersebut, yaitu 343 orang pekerja lokal, 384 orang dari luar Tuban, dan 64 
orang tenaga kerja asing (63 diantaranya berasal dari Tiongkok, 1 orang 
lainnya berasal dari Jerman). Juru Bicara PT. Perusahaan Listrik Tenaga 
(PLN) Persero, Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit Jawa Bali III 
                                                          




Tanjung Awar-Awar, Warsidi, menjelaskan bahwa penggunaan tenaga 
kerja asal Tiongkok, karena proyek tersebut bekerjasama dengan 
Pemerintah Tiongkok, mulai dari pengadaan peralatan, pemasangan, 
perancangan, pengoprasian, hingga perawatan, semuanya ditangani oleh 
tenaga ahli Tiongkok, 51  karena pada dasarnya negara Tiongkok 
menerapkan konsep Turnkey Project. Turnkey Project inilah yang 
ditandatangani oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi nasional. 52  Tetapi, pada dasarnya sebenarnya 
karena masalah inilah akibatnya kedaulatan sosial negara Indonesia 
terancam. Pasalnya, salah satu masalah yang ditimbulkan adalah 
maraknya aksi unjuk rasa yang menolak kedatangan buruh asal Tiongkok 
ke Indonesia. Seperti misalnya, pada 31 Agustus 2015 didepan Gedung 
Sate Bandung Jawa Barat, Dewan Da’wah Islamyah Indonesia, memuat 
pernyataan menolak segala bentuk kerjasama dengan Tiongkok, termasuk 
masuknya buruh Tongkok ke Indonesia, serta menyampaikan mosi tidak 
percaya kepada Pemerintah. Penolakan terhadap buruh asing asal 
Tiongkok juga terjadi didepan Balai Kota Semarang Jawa Tengah pada 1 
September 2015, dan juga di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, puluhan 
ribu buruh se-Jabodetabek melakukan long march ke Istana Negara untuk 
menyuarakan tuntutan pembahasan membanjirnya pekerja asing, 
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khususnya dari Tiongkok ke Indonesia. Hal ini juga terjadi di beberapa kota 
lainnya. 
Penolakan terhadap keberadaan tenaga kerja asing asal Tiongkok 
juga terjadi di media sosial, dari pemantauan perbincangan, khususnya 
Twitter pada periode 1-2 September 2015, terdapat sekitar hampir 3000 
orang yang membicarakan tentang membanjirnya buruh asing asal 
Tiongkok di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa pekerja dari Tiongkok 
tersebut telah “merampas” hak peluang tenaga kerja lokal, dan mereka 
tidak mengerti dengan langkah pemerintah Indonesia yang seolah-olah 
membiarkan para buruh asal Tiongkok dengan leluasa datang ke Indonesia, 
disaat banyak pekerja lokal Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. 
Karena itu, mereka pun menuntut Pemerintah untuk melakukan 
pembatasan pekerja asing, khususnya dari Tiongkok ke Indonesia, dan 
lebih memprioritaskan pekerja lokal Indonesia untuk memberikan peluang 
kesempatan kerja di proyek investasi Tiongkok.  
Masalah perlakuan tidak adil antara pekerja lokal Indonesia dengan 
pekerja asal Tiongkok juga menjadi masalah dari keberadaan tenaga kerja 
asal Tiongkok di Indonesia, yang menjadi penyebab munculnya gesekan 
sosial di lokasi proyek. Misalnya pembedaan pemberian gaji, dimana 
seorang pekerja asal Tiongkok mendapatkan gaji dua kali lipat lebih besar 
dari pekerja lokal.53 
                                                          




Selain itu, fasilitas tempat tinggal pun menjadi masalah dimana buruh 
asal Tiongkok disediakan tempat yang cukup nyaman lengkap dengan 
penyejuk udara, 1 (satu) kamar untuk 3 (tiga) orang, begitu pun untuk 
makannya pekerja Tiongkok mendapatkan porsi makan sehari 3 (tiga) kali 
dengan menu memenuhi standar empat sehat. Sementara, untuk pekerja 
lokal, tempat tinggal dan makan disediakan dengan sangat sederhana, dan 
dinilai kurang memenuhi standar kesehatan. Pebedaan budaya dan adat 
istiadat juga seringkali memunculkan masalah dan perselisihan diantara 
pekerja lokal Indonesia dengan pekera asing asal Tiongkok.54 
Sementara itu, menurut Yanti Nurhayatiningsih selaku Kasubdit 
Analisis dan Perizinan TKA KEK dan PTSP menyebutkan bahwa tidak 
terjadi lonjakan yang terlalu signifikan tentang banyaknya rumor yang 
beredar masalah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.  
Adapun data statistik IMTA yang diterbitkan periode tahun 2013-2016 
berdasarkan Negara adalah sebagai berikut: 
No Negara 2013 2014 2015 2016 
1 Tiongkok 14.371 16.328 17.515 21.271 
2 Jepang 11.081 10.838 12.653 12.490 
3 Korea Selatan 9.075 8.172 7.590 8.424 
4 India 6.047 4.981 5.900 5.059 
5 Malaysia 4.962 4.022 4.305 4.138 
6 Amerika Serikat 2.167 2.658 3.731 2.812 
                                                          




7 Thailand 1.841 1.002 3.557 2.394 
8 Australia 3.376 2.664 3.069 2.483 
9 Philipphina 2.601 2.670 3.126 3.428 
10 Inggris 2.631 2.227 2.531 2.252 
11 Singapura 1.814 1.835 1.245 1.748 
12 Negara Lainnya 8.961 11.365 3.803 7.684 
 Total 68.957 68.762 69.025 74.183 
Sumber: Kementrian Ketenagakerjaan Direktorat Pengendalian dan Penggunaan TKA 
B. Potensi Ancaman Kedaulatan Di Bidang Ekonomi Akibat 
Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa 
Selain banyaknya masalah yang timbul dari warga negara Tiongkok 
yang menjadi buruh, terdapat juga potensi ancaman kedaulatan negara 
yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat lokal sendiri maupun 
negara.  
Kementrian Pertanian menegaskan bahwa bakteri perusak tanaman 
sebelumnya tidak ada di Indonesia. Hal ini baru ditemukan saat Badan 
Karantina dan Imigrasi mendapati warga negara Tiongkok menggunakan 
benih terinfeksi bakteri untuk bercocok tanam di Bogor, Jawa Barat. 
Balai Besar Karantina Pertanian memutuskan untuk memusnahkan 
benih cabai yang kemasannya bertuliskan bahasa Mandarin, serta tanaman 
cabai dan benih bawang daun yang terinfeksi bakteri erwinia chrysanthemi. 
Bakteri berbahaya itu bisa menular dan menimbulkan penyakit pada 




akan berkurang produktivitasnya. Masalah inilah yang merupakan ancaman 
serius dan bisa megakibatkan krisis pangan di Indonesia. Bakteri ini juga 
harus bisa dimusnahkan tanpa bekas karena jika tidak, Indonesia yang 
notabennya merupakan negara agraris bisa menjadi sangat tergantung 
pada pangan impor.55  
Selain itu, dampak dari pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut 
juga bisa menurunkan PNBP. Menurut Leni Diana selaku Tim Pengawasan 
Orang Asing di Direktorat Jendral Imigrasi mengatakan sebenarnya target 
PNBP pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,6 triliun rupiah, tetapi pada Agustus 
2016 lalu ternyata baru mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah. Hal ini 
disebabkan karena negara yang termasuk dalam daftar negara bebas visa 
semakin banyak sehingga wisatawan mancanegara yang berkunjung dan 
dibebas visakan juga semakin banyak. Padahal, visa merupakan salah satu 
sektor yang paling besar sumbangannya untuk PNBP. Kebijakan bebas 
visa yang pada awalnya bertujuan baik itu justru banyak disalahgunakan 
turis asing. Tidak jarang mereka bekerja dalam 2-3 bulan, setelah itu 
mereka mengurus KITAS. Sehingga mereka tidak membayar pajak masuk 
negara dan imigrasi yang dirugikan. Karena adanya negara bebas visa, 
sehingga pada tahun 2017 Kemenkumham menetapkan target PNBP 
menjadi sebesar 2,7 triliun rupiah. Target tersebut lebih rendah 
dibandingkan dengan target PNBP sebelumnya.56 
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Meski demikian, pada kenyataannya pariwisata pun terancam 
stagnan. Pengembangan pariwisata oleh pemerintah pusat bisa jadi tidak 
berkelanjutan jika semua pemerintah daerah dan pelaku setempat tidak 
melakukan inovasi. Konektivitas yang telah dibangun oleh pemerintah, 
kenyatannya tidak otomatis mengembangkan pariwisata setempat. Hanya 
beberapa daerah yang berhasil mengembangkan wisata karena 
pemerintah setempat dan pelaku wisata bekerja keras mengembangkan 
potensi yang ada. Padahal, pemerintah sendiri menargetkan pada tahun 
2019 mendatang jumlah wisatawan asing meningkat menjadi 20 juta orang. 
Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang terdaftar di Badan 
Pusat Statistik dan Kementrian Perhubungan adalah sebagai berikut: 
No. Negara Jumlah Wisatawan 
1. Singapura 1.594.102 
2. Malaysia 1.431.728 
3. Tiongkok 1.249.091 
4. Australia 1.090.025 
5. Jepang 528.606 
Sumber: Kompas Edisi 13 Maret 2017 Halaman 1 
C. Potensi Ancaman Kedaulatan Keamanan Negara dan Terjadinya 
Transnational Crime 
Selain masalah ancaman kedaulatan sosial dan kedaulatan ekonomi, 
ancaman kedaulatan non finansial juga bisa terjadi. Justru masalah inilah 




Kerugian non-finansial yang justru mengancam negara ini 
dikarenakan warga negara asing tersebut mereka datang dengan 
membawa narkoba, perdagangan manusia, dan juga prostitusi terselubung 
serta tidak menutup kemungkinan juga terjadinya spionase dengan 
menggunakan cover sebagai turis.57  
 
C.1 Kejahatan Narkoba 
Masuknya orang asing dengan mudah tanpa melaltui prosedur dan 
biaya administrasi ke Indonesia, maka membuka peluang semakin 
mudahnya pergerakan manusia dan barang keluar masuk Indonesia, 
termasuk penyelundupan narkoba dari negara lain. Kebijakan bebas visa 
berpotensi menjadi ancaman masuknya oknum-oknum yang mempunyai 
niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai 
wisatawan. Seperti yang banyak terjadi pada tahun 2016 dimana 
banyaknya warga negara Tiongkok yang melakukan penyulundupan 
narkoba.  Sementara pada bulan Januari 2017, Direktort Reserse Narkoba 
Polda Metro Jaya menggagalkan pengiriman sabu sebesar 106,3 kilogram 
yang diselundupkan dalam panel listrik. Kapolda Metro Jaya Irjen 
Mochammad Iriawan menuturkan bahwa 4 (empat) panel listrik ini telah 
dimodifikasi kemudian dikemas lagi dalam peti kayu.58 
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61/polisi.gagalkan.penyelundupan.106.5.kg.sabu.dari.china diakses pada tanggal 9 Maret 2017 




Kemudahan bebas visa kunjungan berpotensi digunakan para 
pemasok narkoba untuk mempelajari alur keluar masuk barang dan 
manusia di TPI di Indonesia. 
Mafia narkoba akan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada 
sehingga membuka peluang bagi para pelaku untuk lebih mudah membawa 
narkoba ke Indonesia. Menurut pernyataan BNN, dua negara yang rawan 
menjadi tempat masuknya narkoba ke Indonesia adalah dari Tiongkok dan 
Australia.59 
 
C.2 Kejahatan Siber / Cyber Crime 
Selain penyelundupan narkoba, saat ini kejahatan siber atau cyber 
crime yang terjadi di Indonesia mayoritas melibatkan orang asing yang 
menyalahgunakan visa kunjungan atau kasus pelanggaran keimigrasian 
lainnya. Masuknya warga negara Tiongkok secara masif yang berpura-pura 
menjadi turis asing ke Indonesia, dimanfaatkan untuk menjalankan operasi 
cyber-nya di Indonesia dengan membangun sebuah base di Indonesia. 
Mayoritas kasus kejahatan cyber di Indonesia ini melibatkan warga negara 
Tiongkok. Setidaknya terdapat beberapa kasus yang melibatkan puluhan 
warga negara Tiongkok, beberapa diantaranya yaitu: 
1. Pada bulan Juli tahun 2015, terdapat 31 (tiga puluh satu) warga 
negara Tiongkok ditangkap karena kasus siber di Jakarta Utara; 
                                                          




2. Terdapat 92 (sembilan puluh dua) warga negara Tiongkok, 62 
(enam puluh dua) diantaranya sudah dideportasi karena 
melakukan kasus kejahatan siber; 
3. Pada bulan Agustus tahun 2015 lalu, terdapat 48 (empat pulh 
delapan) warga negara Tiongkok ditangkap di Badung, Bali karena 
melakukan kasus kejahatan siber.60 
Selain itu, belakangan ini dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) 
bulan, ratusan orang yang tergabung dalam kejahatan transnasional. 
Sekitar 96 orang warga negara Tiongkok berhasil diamankan karena terlibat 
dalam penipuan dan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di Tiongkok. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
1. Kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka “pintu” lebar-lebar 
investasi asing di Indonesia, demi pencapaian perkembangan dan 
kemajuan ekonomi Indonesia serta pemberlakuan kebijakan bebas visa 
kunjungan untuk mendorong dan meningkatkan industri pariwisata 
Indonesia, yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak terhadap 
maraknya keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia dimana dari 
pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut banyak dari warga negara 
asing terutama dari Tiongkok yang menyalahgunakan kebijakan bebas 
visa tersebut yang harusnya digunakan untuk berwisata tetapi malah 
dipergunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia.  
2. Selain menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi, 
seperti misalnya pro dan kontra terhadap keberadan tenaga kerja asing 
karena adanya gesekan antara tenaga kerja lokal Indonesia dengan 
tenaga kerja asing karena perbedaan budaya dan adat istiadat, 
kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing 
dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, 
meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya 
kejahatan transnasional. Semua masalah tersebut harus dapat 




berdampak pada proses pembangunan ekonomi, kestabilan nasional, 
dan juga mengancam keamanan negara. 
Tingginya tingkat sentimen terhadap para pekerja asing, tidak 
menutup kemungkinan dapat memicu pula konflik sosial yang lebih serius 
yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Karena itu, 
sudah sepantasnya pemerintah Indonesia menyikapi meningkatnya jumlah 
tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya dari Tiongkok, baik dari sisi 
kualitas maupun kuantitas, perlu pengawasan, pengelolaan, dan kerja 
sama yang baik antara kedua negara dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang ada, melalui mekanisme bilateral, dengan cara-cara 
damai, sederajat, dan saling menguntungkan. Selain itu juga langkah 
pemerintah Indonesia memperketat persyaratan dan meningkatkan 
pengawasan terhadap lalu lintas orang asing ke Indonesia, melakukan 
pembenahan reglasi terkait visa di Indonesia yaitu agar pemberian jenis 
visa dapat lebih spesifik disesuaikan dengan tujuan kunjungan di Indonesia. 
Misalnya visa pelajar, visa peneliti, visa pekerja bisa dibedakan dengan visa 
kunjungan sosial budaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan 
visa. Hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan Indonesia sendiri. 
Peningkatan jumlah investasi di Indonesia dan pemberlakuan kebijakan 
bebas visa untuk turis asing ke Indonesia, seharusnya bisa membawa 
manfaat positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa 






1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian bebas visa 
kepada negara-negara rawan, baik itu rawan konflik sosial, narkoba, 
kejahatan cyber dan penipuan, ideologi ekstrim dan isu rawan lainnya. 
Negara yang harus dijadikan target evaluasi adalah Brasil, Tiongkok, 
dan Turki. Sementara itu, negara-negara yang memiliki record angka 
kedatangan turisnya rendah atau bahkan sama sekali tidak ada, perlu 
dilakukan evaluasi untuk dapat dicabut dalam daftar bebas visa 
kunjungan; 
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing calon penerima 
bebas visa kunjungan yang berasal dari negara yang rawan konflik dan 
tirani rezim politik, yang berpotensi digunakan sebagai jembatan untuk 
mendapatkan visa suaka dari Indonesia serta suaka dari negara ketiga; 
3. Meningkatkan kegiatan dan/atau operasi kontra spionase dengan 
melakukan pendalaman dan pengecekan di lapangan terkait kegiatan 
orang asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan tindak 
pidana kejahatan lainnya. Konsep pengawasan melibatkan semua 
stakeholders yang ada, mulai dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, tempat 
penginapan (hotel dan motel), travel agents, serta instansi keamanan 
terkait lainnya; 
4. Penguatan dan memperbanyak jumlah tim di bandara dan pelabuhan 
yang menjadi TPI bagi wisatawan asing. Tim tersebut bersama-sama 




asing yang datang ke Indonesia serta memungkinkn melakukan 
pengecekan secara berkala terhadap wisatawan asing yang dicurigai 
akan melakukan kegiatan non turis; 
5. Mengusulkan untuk diberlakukan kembali kebijakan kartu kedatangan 
(arrival card) bagi warga negara asing yang tiba di Indonesia. Sehingga 
upaya pengawasan orang asing akan dipermudah dengan adanya 
informasi mengenai tujuan kunjungan, tempat tinggal selama berada di 
Indoensia, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta berapa lama akan 
tinggal dan juga berbagai informasi lainnya. Kebijakan ini juga merujuk 
kepada sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura 
yang sampai saat ini masih memberlakukan kebijakan tersebut. Selain 
Arrival Card, penerapan kembali Immigration Control Book juga dapat 
dijadikan opsi sebagai upaya pihak kemanan dalam melakkan 
pengawasan orang asing, meskipun penerapannya tidak harus sama 
dengan kebijakan sebelumnya. 
6. Memberikan saran dan masukan kepada pemangku kebijakan bahwa 
pemberian bebas visa kepada lebih dari 150 negara berpotensi 
menimbulkan berbagai kerawanan keamanan dan sosial, untuk itu 
disarankan agar dapat meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah 
Jepang dalam memberikan bebas visa, yaitu pemberian bebas visa 
hanyaa berlaku bagi pemegang paspor elektronik atau E-Passport yang 
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